KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Merancang hukum penghinaan
: Selasa, 20 Februari 2018

: Seputar Indonesia
7

MARGARITO
KAMIS

staf Pengajar Fakultas Hukum

Universitas Khairun Ternate

%9

Membenterngi
kemanusiaan dengan
hukumyangliteral-
nyaelastis sarma
denganmen-
carmpaklon ke~
maanusiaan.
Laranglahpenghi-
naan, tetoapidefi-
nisilcorr doore -
muskansejelos-
Jjelasnyajeris kata
dan tindalkanyang te-
realup dalom konsep
penghinaarit.

NMerancang
Hulkum Penghinaan

PR baru saja menge-
sahkan perubahan
Undang-Undang
17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(UUMD3). Namun, perubahan
ini menyisakan soal. Secepat
kilat, soalitumenjadipanorama
sosio-politico legal bermakna
jamak. Polemik atas perubahan
UU tersebut muncul akibat ada
keraguan terhadap pemben-
tuknya. Masalah tabiat politik,
kompetensiteknis,kompetensi
kognitif interes pembentuknya
menjadikatayangberserakandi
mana-mana setiap kali soal ini
diperbincangkan.

Polemik itu tampak ber-
alasan karena sebelumnya pa-
norama sosio-politico legal telah
lebih dulu tersentak dengan ga-
gasan penghinaan terhadap
presiden. Gagasan ini termuat
dalam Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum. Pi-
dana (RKUHP) " Walau diperlu-
kan;rumus tentang penghina-
an yang sedang dirancang itu
mengandung  bahaya. Kata-
katanya tak memiliki batas, tak
bertepi, dan amatjauh dari ke-

layakan teknis hukum. Pemak- _

naan epistemologis dan onto-
logis atas konsep presiden yang
dirangkai dengan kata penghi-
naan menjadi menghina presi-
den, terlepas dari kata presiden
ditulis dengan huruf kapital
atau biasa, juga tetap berma-
salah.

Beradab

Menghiasi panorama sosio-
politico legal dengan ragam ka-
limat, betapa hukum memiliki
dimensi filosofis, yuridis, dan
politis, tanpa memperlihatkan
abstraksi filosofis atas konsep-
konsep di dalamnya, tak ber-
makna apa pun, selain sekadar
menyatakannya. Ini laksana
butiranhujanmembasahipasir.
Dimensi itu, terutama filosofis
dan sosiologis, mengharuskan
pembentuk hukum menengge-
lamkan diri ke dalam khasanah
asal-usul, pertumbuhan, dan
penerimaan sukarela atas hal
yangdiaturitu, sebagaihallogis
secaraalamiah, bukan artifisial.

Manusia secara alamiah ter-
kodratkan sebagai makhluk
mulia, sama dan sederajat se-
bagai ciptaan Allah Subhanahu
Wataala, harus diterima apa
adanya. Titik. Kategori-katego-
rimanusiasebagaimanadiprak-

tikkan Romawi kuno dikenal
dengan patriarch danplebs atau
di Prancis sebelum revolusiber-
darahnya1789, bangsawan, pe-
muka agama, dan orang keba-
nyakan, threegeneral estate, me-
nurut Andrew Hussey, dalam
kenyataannya memuakkan.
Muak karena konsep-konsep
itu membelakangi, menging-
kari, mencampakkan esensiko-
dratimanusia.

Pesona kemuliaan dan ke-
samaan derajat secara alamiah
itu demikian menawan. Pesona
itumeluluhlantakkan eksisten-
si kekaisaran, kerajaan, dan
akhirnya menghasilkan repu-
blik. Raja berganti raja dan kai-
sarbergantikaisaryangmenah-
biskan sendiri diri mereka se-
bagai orang istimewa di antara
orang kebanyakan, yang satu
dan lainnya dalam masyarakat
itu tidak setara,-akhirnya teng-
gelam.

Republik pitn muncul dan
mekar sebagai sebuah konsep
pemerintahan. Setelah /me-
ngubur premisketidaksamaan
derajat;menggantikannya de-
ngan kesamaaniderajat, repu-
blik kala itu meniscayakan pe-
mimpin, konsul tidak lagi isti-
mewa, tidak lagi beradardi atas
hukum, danharusdipilih. Masa

jabatannya, dalam istilah kons-,,

titusionalisme modern, kalaitu
juga dibatasi. Keistimewaan
kaisardanrajapunakhirnyasir-
na bersamaan dengan ke-
naikan sinar kesamaan
derajat ke langit
republik.

Louise XVI
di Prancis yang
menitahkan
dirinya adalah
negara, sekaligus
sebagai wakil Tu-
han di muka bumi,
setelah jauh sebel-
umnya konsep repu-
blik menggema dan
memukau kaum plebs di
Romawikuno, terbuktitak
lebih tangguh. dari debu.
Usaha itu patah, hancur,
menghilang di Prancis setelah
perlawanan berdarah, revolusi
kaum ketiga -rakyat jelata di
Prancis 1789, yang meng-
impikan republik. Roberspier,
pemimpinkastaketigasesudah
revolusi itu, yang mengonso-
lidasi tatanan kesetaraan, de-
ngan membunuh ribuan orang,
berakhir malang dan menye-

dihkan.

Republik menyinari nalar-
nyadengan hanya manusia, bu-
kan lembaga hasil kreasi ma-
nusia, yang memiliki kemu-
liaan. Manusialah yang mulia
secara kodrati. Kemuliaan ko-
drati itulah dasar keadilan re-
publik. Hanya manusialah yang
memiliki atribut rasa, moral,
harga diri, dan lainnya sebagai
sesuatu yangimmanent , dalam
kadar kodrat sebagai

manusia.

Dititikinilah gagasanpeng-
hinaan yang hendak diatur
dalam KUHP baru menemu-
kan nalar filosofisnya. Hinaan
jelas memukul esensi kodrati
manusia. Tak boleh ditole-
ransi. Mengaturnya dalam hu-
kum karena hukum dalam si-
fatnya sedari mula didedi-
kasikankepadamanusiauntuk
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memastikan kodratnya seba-
' gaimanusiaterjagatakbisatak
melarangpenghinaan. Hukum
karena itu pula sama sekali
tidak bisa dirancang berda-
sarkan gagasan utilitarian
Jeremy Bentham. Ini lan-
taran kegunaan dalam ga-
gasan Jeremy Bentham me-
nyemburkan nalar penying-
kiran; menyingkirkan satu
kelompok demi menghidupi
kelompok lain. Itu tak bexr-
adab.

Harus Jelas

Raja, konsul, begitu sejarah-
nya, sama dengan kaisar, sena-
tum, perdanamenteri, juga pre-
siden tak memiliki sifatkodrati.
Semuanya adalah hasil kreasi
manusia. Khusus konsep pre-
siden sebagaijabatan, setidak-
nya sebagai institusi, bukan se-
bagai orang, terlihat pada ga-

gasan sejumlah peserta pemba-
hasan konstitusi Amerika, yang
dikutip Carol Berkin. Mereka
antara lain William Pierce, Ja-
mes Wilson, dan Edmund Ran-
dolph. William Pierce dari Con-
necticut misalnya menyatakan,
executive was “nothingmore tharn
an institution for carrying the will
ofthelegislatureinto effect.” _
Presiden jelas adalah nama
jabatan, nama lembaga, bukan
orang, apalagi nama orang. Ja-
batan dan lemmbaga apa pun na-
manya tak punya rasa, mora-
litas, danharga diri. Semuaatri-
but terakhir ini milik manusia,
pemangku jabatan itu, yang
pada waktunya akan berlalu
meninggalkan jabatan itu. Di
titik inilah terlihat kerancuan
nalar rancangan pasal “peng-
hinaan presiden” dan “dewan.”
Nalar rancangan ini adalah per-
sonalisasijabatan dengan pe-
mangku jabatan, orang. Me-
imersonalisasijabatan dengan.
pemangku- jabatan sungguh
terlalu dekat-.dengan tabiat
feodalisme abad kegelapan:
Mempertahankan amakna
literal “penghinaan™ dalam ran-
' cangar®’ KUHP sekarang
sama __dengan memberi
senjataterkokangkepada.
pémangku jabatan ataw
fungsionaris lembaga
mienembak sesuka-suka-
YA Siapa pun yang mem-
icarakan, mendiskusi-
kan inkompetensi lem-
7, Baga itli. Perkaranya bu-
kan takbisamelarangdan
+ memidana orang “meng-
hina”, tetapi “apa itu
penghinaan.” Memas-
tikan ketepatan makna
“penghinaan” adalah
hal imperatif yang di-
nantikan, sangat, oleh
ilmu perancang un-
dang-undang.
Ketepatan makna
literal bermilai
sebagai “de-
personalisasi
norma.” De-
= personalisasi
norma dalam ilmu hukum me-
rupakan cara objektifikasi nor-
ma;semuaorangmermilikipato-
kan yang sama dalam menge-
nali, mendefinisikan dan me-
nafsir normaitu. Praktis objek-
tifikasi norma berfungsi seba-
gai benteng tafsir sewenang-
Wwenang, sesuai selera. Ini im-
peratifsifatnya.

Caraitumembantukebebas-
an berbicara berada dalam track
peradaban. Sejenak saja sekali-
pun, kebebasan berbicara tak
terlintas dalam jagat republik
sebagaimoralitas yang membe-
narkan penghinaan kepada
sesama umat manusia. Tidak.
Republik dan demokrasi berki-
lau karena kehebatannya me-
nempatkan harkat dan marta-
bat manusia di jantungnya.
Menghina orang dalam repu-
blik sama nilainya dengan me-
rendahkan dirinya sendiri, me-
lumpuhkan demokrasi, sekali-
gus menghadirkan moralitas
anarki. Ini busuk sebusuk hu-
kum digunakan sesuaiselera.

John Peter Zenger, penerbit
surat kabar New York pada
1734, mencetak artikel yang
mengecam sangat keras peme-
rintah kerajaan dikoloni, Ame-
rika, dibawa ke pengadilan. Di
pengadilan, dengan enteng,
tulis John W John, Zenger
membela diri. Zenger di peng-
adilan itu mengatakan ia punya
hak menerbitkan kritik terha-
dap pejabat publik, bahkan
kritik yang dianggap pejabat
tersebut sebagai cemoohan, se-
panjang kritik itu benar. Argu-
men ini diterima juri, dan Ze-
nger dibebaskan. Sesudah mer-
deka, James Thomson Callen-
der, seorang wartawan dituduh
melanggar Sedition Act 1789.
Callender menyebarkan pam-
flet yang berisi tulisan John
Adams sebagai pria tua bangka
dan di tangannya berlumuran
darah.Iadihukum. Tetapi,kelak
dibebaskan Thomas Jefferson,
presiden sesudah John Adam,
padal801.

Merancang hukum yang bu-
ruk, karena kata-katanya elas-
tis, bermakria ganda, tak berpi-
jak pada penalaran yang logis,
tak tersemangati nilai-nilai in-
trinsik kemanusiaan, tak men-
cakup konsekuensi-konse-
kuensi tak dikehendaki - unir-
tended consequences - -~sama
buruknya dengan menegakkan
hukum sesuaiselera.

Membentengi kemanusia-
an dengan hukum yang lite-
ralnya elastis sama dengan
mencampakkan kemanusiaan.
Laranglah penghinaan, tetapi
definisikan dan rumuskan se-
jelas-jelasnya jenis kata dan
tindakan yang tercakup dalam
konsep penghinaan itu. Se-
moga. @
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